No. 9/20/DPNP JakaPtéh September 2007

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI _INDONESIA

Perihal: Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perlaank

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peratunak IBdonesia (PBI)
Nomor 8/17/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentharsgntif Dalam Rangka
Konsolidasi Perbankan (Lembaran Negara Republikoedia Tahun 2006
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik IndanB®mor 4643)
sebagaimana telah diubah dengan PBI  Nomor  9/122B&I/
tanggal 21 September 2007 (Lembaran Negara Reputadnesia Tahun 2007
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Inslanomor 4766),
perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatut &gl@an Bank Indonesia,

dengan pokok—pokok ketentuan sebagai berikut:

A. INSENTIF DALAM RANGKA MERGER DAN KONSOLIDASI BANK
1. Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi dapamanfaatkan 1
(satu) atau lebih dari fasilitas insentif sebagaikut:
a. Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa;
b. Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan Glagib
Minimum (GWM) Rupiah yang berlaku selama 1 (sa#ihun;

c. Perpanjanqg: ...




c. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauatas B
Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang timbul sebagkibat
Merger atau Konsolidasi;

d. Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kant@ncpbank;

e. Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksath#adiligence; dan
atau

f. Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberagrauleet dalam
Peraturan Bank Indonesia yang mengatur meng8oadl Corporate

Governance (GCG) bagi Bank Umum.

2. Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa.

a. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang bemagngenai
persyaratan Bank Umum bukan Bank devisa menjadk Bamum
devisa, Bank Umum bukan Bank devisa yang bermaksexgubah
statusnya menjadi Bank devisa harus memenuhi patsya modal
disetor paling kurang Rp150.000.000.000,00 (serdim puluh
milyar rupiah) dan Bank yang bersangkutan selamgd2é puluh
empat) bulan terakhir berturut-turut harus terggleahat.

b. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai tihsgalam
rangka konsolidasi perbankabank hasil Merger atau Konsolidasi
bukan Bank devisa dapat menjadi Bank devisa apatoi#al inti Bank
hasil Merger atau Konsolidasi telah mencapai maatl minimum
paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratiysr rupiah)
serta memiliki peringkat komposit sekurang-kurargg@y(dua) dengan
peringkat faktor manajemen sekurang-kurangnyaga)(fpada 2 (dua)
posisi penilaian terakhidalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak

berlakunya izin Merger atau Konsolidasi.

c. Apabile ...



c. Apabila Bank hasil Merger atau Konsolidasi tidakpatamemenuhi
persyaratan menjadi Bank devisa sebagaimana dimialaam angka

2 huruf b dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejakakenya izin

Merger atau Konsolidasi, maka Bank tersebut tidakpad

memanfaatkan insentif kemudahan pemberian izin aenBank

devisa. Untuk menjadi Bank devisa, Bank harus nmerme
persyaratan sesuai ketentuan Bank Indonesia yart@kbemengenai
persyaratan Bank Umum bukan Bank devisa menjadk Bamum
devisa

d. Persyaratan lainnya untuk menjadi bank devisa ystgyaratan rasio
modal €apital adequacy ratio/CAR) dan persiapan pelaksanaan
kegiatan usaha dalam valuta asing tetap mengaeuksentuan Bank

Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan Bankinurbukan

Bank devisa menjadi Bank Umum devisa.

e. Berlakunya Izin Merger atau Konsolidasi sebagaindineksud pada
angka 2 huruf a dan b, yaitu sejak:

1). Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar bagk Basil
Merger atau Akta pendirian termasuk Anggaran Dasai Bank
hasil Konsolidasi oleh instansi yang berwenangj ata

2). Tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan AlaggBasar
dalam Daftar Perusahaan apabila perubahan Ang@masar tidak

memerlukan persetujuan instansi berwenang.

3. Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah
yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
a. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang bemakgenai Giro
Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalanpigh dan
Valuta Asing, Bank wajib memelihara GWM Rupiah sshe5% (lima

perseratus)..



perseratus). Selain memenuhi ketentuan tersebuipk Baajib
memenuhi tambahan GWM dengan prosentase tertentyb@sarnya
ditentukan oleh dana pihak ketiga (DPK) daan to deposit ratio
(LDR) yang dimiliki oleh Bank.

. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai tihséalam
rangka konsolidasi perbankan, Bank diberikan kejanan sementara
atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah berupa pengamasebesar
1% (satu perseratus) dari total prosentase kewapbanenuhan GWM
setelah memperhitungkan besarnya DPK dan LDR sebaga
dimaksud di atas.

. Kelonggaran sementara tersebut diberlakukan selar(gatu) tahun
sejak berlakunya izin Merger atau Konsolidasi sebagna dimaksud
pada butir A.2.e.

. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesig Yerlaku
mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bankadmesia
dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bank Indonesia meikée jasa giro
terhadap bagian saldo rekening giro Rupiah Bank) yaperuntukkan
untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWaland
Rupiah.

. Dalam perhitungan GWM Bank hasil Merger atau Koigssi dalam
masa awal setelah tanggal berlakunya izin Mergau &onsolidasi,
DPK yang diperhitungkan adalah rata-rata harian OQfalda 2 (dua)
masa laporan sebelum tanggal berlakunya izin Mergsau
Konsolidasi dari masing-masing Bank peserta Mergaau
Konsolidasi.

Perhitungan pemenuhan kewajiban GWM dan kelonggseamentara
sebesar 1% (satu perseratus) berdasarkan lapdranggn Bank hasil

Merger atau Konsolidasi.

g. Dalam...



g. Dalam hal Bank hasil Merger atau Konsolidasi betiapat menyusun
dan menyampaikan laporan gabungan kepada Bank dés@osetelah
tanggal berlakunya izitMerger atau Konsolidasi, maka perhitungan
pemenuhan kewajiban GWM dan kelonggaran semengdn@sar 1%
(satu perseratus) berdasarkan laporan dari masasgagiBank peserta
Merger atau Konsolidasi. Perhitungan DPK Bank h&&trger atau
Konsolidasi diperoleh dari penjumlahan rata-rataamaDPK masing-
masing Bank peserta Merger atau Konsolidasi, saremerhitungan
LDR diperoleh dari rata-rata LDR masing-masing Bapéserta
Merger atau Konsolidasi.

h. Contoh perhitungan mengenai kewajiban pemenuhan GYWavi
kelonggaran sementara bagi Bank hasil Merger atms#lidasi dapat

dilihat pada lampiran 1 Surat Edaran ini.

4 Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK yang
timbul sebagai akibat Merger atau Konsolidasi.

a. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang bemaéngenai
BMPK, Bank wajib menyelesaikan pelampauan BMPK yang
disebabkan oleh penggabungan usaha paling lambdtu belas)
bulan sejak rencana tindalkcfion plan) disampaikan kepada Bank
Indonesia.

b. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai tihsgalam
rangka konsolidasi perbankapenyelesaian pelampauan BMPK yang
timbul sebagai akibat dari Merger atau Konsoliddgerpanjang
sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejalakgrya izin
Merger atau Konsolidasi termasuk waktu yang digenuoleh bank

untuk menyusumction plan.

C. perpanjangs ...




c

Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampaudPKB
sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya dibekkpada bank-
bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi setéatiakunya
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006.

Tanggal berlakunya izin Merger atau Konsolidasila@udaebagaimana

dimaksud dalam butir A.2.e.

5. Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang Bank.

a.

C.

Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantoancplBank
sebagaimana dimaksud pada butir A.1.d adalah tertangan
persyaratan tingkat kesehatan. Bank dapat mengajpkamohonan
izin untuk membuka kantor cabang dengan melampirb@milaian
tingkat kesehatan posisi terakiersyaratan lainnya untuk pemberian
izin pembukaan kantor cabang tetap mengacu padatken Bank
Indonesia yang berlaku mengenai pembukaan kanbanga
Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantorancpb
dimaksud berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tarfggéddkunya izin

Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud patita/2.e.

Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan due dilligence.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai tihsgalam
rangka konsolidasi perbankan, Bank hasil Mergeu &ansolidasi
akan diberikan penggantian sebagian biaya konspkaksanaadue
diligence sebesar 50% (lima puluh perseratus), dan maksimum
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sebagian biaya konsultan pelaksandiaediligence yang akan diganti
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adahabl&tf biayadue
diligence yang antara lain meliputi biaydue dilligence finansial,

hukum, operasional, sumber daya manusia dan tefinolformasi,

yang...



yang telah dikeluarkan oleh masing—masing Bankrpedéerger atau
Konsolidasi sejak dikeluarkannya PBI Nomor 8/17/2B06 sampai

dengan tanggal berlakunya izin Merger atau Konaslid

7. Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan yang
berlaku mengenai GCG bagi Bank Umum.
a. Penundaan pemenuhan komposisi anggota Dewan Kasnisar

Independen

1) Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlakngemai
Good Corporate Governance bagi Bank Umum, komisaris
independen berjumlah paling kurang 50% (lima pupenseratus)
dari anggota Dewan Komisaris.

2) Dalam hal Merger atau Konsolidasi mengakibatkanaktid
terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pagka ah),
maka Bank hasil Merger atau Konsolidasi dimaksuberikan
kelonggaran berupa penundaan pemenuhan komposissdiis
independen untuk jangka waktu paling lama 6 (enamgn sejak
berlakunya izin Merger atau Konsolidasi.

3) Bank hasil Merger atau Konsolidasi sebagaimana kBoh pada
angka 2) tersebut tetap wajib memiliki paling kigdn(satu) orang

komisaris independen.

b. Pemberian kelonggaran ketentuan rangkap jabatan Kagisaris

Independen sebagai ketua pada 3 (tiga) Komite.

1) Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlakngenai
Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Komite Audit,
Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi damiNasi
wajib diketuai oleh Komisaris Independen. SelanjatrKetua

Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Kebuaite

paling...



paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

2) Dalam hal bank hanya memiliki 1 (satu) orang kommsa
independen sebagaimana dimaksud pada huruf a, &asnis
independen tersebut dapat menjabat sebagai ketlm kamite
Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerdan
Nomisasi, paling lama 6 (enam) bulan sejak berlg&uizin
Merger atau Konsolidasi.

c. Penundaan pemenuhan komposisi pihak independero@ng@mite

Audit dan Komite Pemantau Risiko

1) Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlakngemai
Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Komite Audit dan
Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri daeomang
Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang Pihak lexgen
dimana jumlah tersebut mencakup paling kurang 51dé&fi
keseluruhan anggota masing-masing Komite.

2) Bank hasil Merger atau Konsolidasi dapat menundaepeihan
Pihak Independen dalam keanggotaan Komite Audit iKdamite
Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada anglediiiy lama

6 (enam) bulan sejak berlakunya izin Merger atangdétdasi.

B. TATA CARA PENGAJUAN INSENTIF
1. Pengajuan Rencana Pemanfaatan I nsentif

a. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai tihsealam
rangka konsolidasi perbankan, rencana pemanfaagentif oleh Bank
wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sebelurakueya izin
Merger atau Konsolidasi.

b. Rencana pemanfaatan insentif diajukan oleh salahBank peserta
Merger atau Konsolidasi kepada Bank Indonesia denga

mencantumkan bentuk insentif yang akan dimanfaasiesmai format

sebagaimar ...



sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Surat Edararyang
ditandatangani oleh Direktur Utama seluruh BankegasMerger atau
Konsolidasi.

c. Pengajuan rencana pemanfaatan insentif sebagaidnayaksud pada
huruf a dan b di atas wajib melampirkan sekurangdskgnya
Rancangan Akta Merger atau Rancangan Akta Konsolidang telah
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPShgaasmsing

bank peserta Merger atau Konsolidasi.

2. Pengajuan Permohonan Pemanfaatan I nsentif
a. Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa.

1) Permohonan pemanfaatan insentif berupa kemudahdam da
pemberian izin menjadi Bank devisa diajukan olemkB&asil
Merger atau Konsolidasi yang telah memenuhi pesasgar
sebagaimana dimaksud dalam butir A.2.b dan but®.dA.sesuai
dengan tata cara dan persyaratan yang telah dialaim ketentuan
Bank Indonesia yang berlaku mengenai Persyaratak Banum
Bukan Bank devisa menjadi Bank Umum devisa.

2) Dalam permohonan izin tersebut perlu disebutkan whah
permohonan izin menjadi bank devisa dilakukan dakartan
dengan pemanfaatan insentif dalam rangka Mergeru ata
Konsolidasi.

b. Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan ®uah.

1) Permohonan pemanfaatan insentif berupa kelonggsearentara
atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah diajukan okhkBhasil
Merger atau Konsolidasi, segera setelah berlakunyaMerger

atau Konsolidasi kepada:

a. Direktora ...



a) Direktorat Pengawasan Bank terkait, JI. MH. Thaniio. 2
Jakarta, 10350, bagi Bank yang berkantor pusaildyah kerja
kantor pusat Bank Indonesia; atau

b) Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang Inéoka
pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Irea.

2) Dalam hal pengajuan permohonan pemanfaatan insketiipa
kelonggaran sementara kewajiban pemenuhan GWM Rupia
diajukan sebelum berlakunya izin Merger atau Kadssi,
permohonan diajukan oleh salah satu Bank pesert@dvietau
Konsolidasi ditandatangani oleh seluruh Direkturatdéd Bank
perserta Merger atau Konsolidasi kepada:

a) Direktorat Pengawasan Bank terkait, JI. MH. Thaniio. 2
Jakarta, 10350, bagi Bank yang berkantor pusaildyah kerja
kantor pusat Bank Indonesia; atau

b) Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang Io¢oka
pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Irea.

dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Baunkantor

Bank Indonesia yang mengawasi Bank peserta Mergau a

Konsolidasi lainnya.

c. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelamp&4PK yang
timbul sebagai akibat Merger atau Konsolidasi

1) Permohonan pemanfaatan insentif berupa perpanjajagagka
waktu penyelesaian pelampauan BMPK yang timbul gamba
akibat Merger atau Konsolidasi diajukan oleh BaakihMerger
atau Konsolidasi.

2) Bank hasil Merger atau Konsolidasi tetap wajib meswn dan
menyampaikan rencana tindafctjon plan) untuk penyelesaian
pelampauan BMPK sesuai dengan ketentuan Bank Isdone

mengenai BMPK yang berlaku.

3). Dalam...



3) Dalamaction plan tersebut perlu dinyatakan bahwa perpanjangan
jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK dilakukaiam
kaitan dengan pemanfaatan insentif dalam rangkag&ieatau
Konsolidasi.

4) Penyampaiaraction plan dimaksud, dilakukan paling lambat 1
(satu) bulan sejak akhir bulan laporan pertamaladete&anggal
berlakunya izin Merger atau Konsolidasi.

5) Bank hasil Merger atau Konsolidasi menyampaikatadafncian
pihak terkait dengan Bank kepada Bank Indonesiakupértama
kali paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir bulaporan pertama
setelah tanggal berlakunya izin Merger atau Kodssili

6) Pengajuan permohonan pemanfaatan insentif, penyamnmguion
plan  penyelesaian pelampauan BMPK dan laporan
pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada butic.B.2lan
B.2.c.2) serta penyampaian daftar pihak terkaitagaimana
dimaksud pada butir B.2.c.5), diajukan sesuai dengia cara dan
persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan Badknesia
yang berlaku mengenai BMPK.

d. Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kant@ngaBank

1) Permohonan pemanfaatan insentif berupa kemudahdam da
pemberian izin pembukaan kantor cabang Bank diajokash Bank
hasil Merger atau Konsolidasi sesuai dengan tata aan
persyaratan dalam ketentuan Bank Indonesia yartgkioer

2) Dalam permohonan izin pembukaan kantor cabanghtetrgeeriu
dinyatakan bahwa permohonan tersebut diajukan ddtaitan
dengan pemanfaatan insentif dalam rangka Mergeru ata

Konsolidasi.

e. Penggantian.




e. Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksahesdilligence.

1) Permohonan pemanfaatan insentif berupa penggasghagian
biaya konsultan pelaksanaaiue diligence diajukan oleh Bank
hasil Merger atau Konsolidasi segera setelah hamik izin
Merger atau Konsolidasi kepada:

a) Direktorat Pengawasan Bank terkait, JI. MH. Thaniio. 2
Jakarta, 10350, bagi Bank yang berkantor pusaildyah kerja
kantor pusat Bank Indonesia; atau

b) Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang Inéoka
pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Irefoa.

dengan tembusan kepada:

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan

JI. MH. Thamrin No. 2 Jakarta, 10350.

2) Pengajuan permohonan insentif sebagaimana dimadesim angka
1) dilengkapi fotokopi dokumen pendukung yang tetédahkan
sesuai dengan aslinya, berupa:

a) Bagi Bank Hasil Merger:

i. Akta Merger;

ii. Akta perubahan anggaran dasar;

lii. Surat persetujuan akta perubahan anggaran daskraih
Merger dalam hal perubahan anggaran dasar memerluka
persetujuan dari instansi yang berwenang, ataut sura
penerimaan laporan akta merger dan akta perubahan
anggaran dasar Bank hasil Merger dari instansi yang
berwenang dalam hal perubahan anggaran dasar tidak
memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang

b) Bagi Bank Hasil Konsolidasi:

I. Akta Konsolidasi;

ii. Akta pendirian bank hasil Konsolidasi;

iii. Surat...



f.

iii. Surat persetujuan izin konsolidasi;
iv. Bukti pendaftaran akta pendirian Bank hasil Kordadi
pada Daftar Perusahaan dan pengumuman pada Tambahan
Berita Negara,;
c) Perjanjian/kontrak pelaksanaatue diligence masing-masing
Bank peserta Merger atau Konsolidasi; dan
d) Rincian biaya pelaksanadne dilligence dan bukti pembayaran

masing-masing Bank peserta Merger atau Konsolidasi.

Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberagatuleet dalam

Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai @& Bank

Umum

1)

2)

Permohonan pemanfaatan insentif berupa kelonggsearentara

atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam PeraBaahk

Indonesia yang mengatur mengenai GCG diajukan Béetk hasil

Merger atau Konsolidasi segera setelah berlakunya Merger

atau Konsolidasi, kepada:

a) Direktorat Pengawasan Bank terkait, JI. MH. Thaniio. 2
Jakarta, 10350, bagi Bank yang berkantor pusatldyah kerja
kantor pusat Bank Indonesia; atau

b) Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang Io¢oka
pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Irefa.

Bank wajib mencantumkan realisasi pemanfaatan fiifisen

kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapdulast dalam

Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai ®&@but

pada laporan pelaksanaan GCG yang disampaikanp sekiair

tahun buku sesuai dengan ketentuan Bank Indonasig lyerlaku

mengenai GCG bagi Bank Umum.

C. PENUTUP...



C. PENUTUP
Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia iniaimgrlaku sejak
tanggal 24 September 2007.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymeaman Surat
Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannyamdd&rita Negara

Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULIAMAN D. HADAD
DEPUTI GUBERNUR




Lampiran 1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomo/BPNP tanggal September 2007

Contoh 1: Perhitungan Insentif Kelonggaran Pemenuhan Kewajiban Giro Wajib
Minimum (GWM)

Bank A, Bank B dan Bank C dengan tanggal efektingaidasi pada tanggal 24
Oktober 2007 menjadi Bank D.

Data masing—masing bank dalam masa laporan sejggdh8 sampai dengan tanggal

15 bulan Oktober 2007 adalah sebagai berikut:

Bank DPK LDR [%GWM] % % % Total GWM |Nominal Total] ~ Insentif % Total GWM Nominal GWM | Bagian GWM
(juta Rupiah) Dasar |Tambahan| Tambahan GWM | Kelonggaran | Sementara Bank D| Sementara Bank D yang
GWM GWM (juta Rupiah)[ Sementara | Setelah diberikan | Setelah diberikan | mendapatkan
karena | karena GWM Kelonggaran GWM| Kelonggaran GWM|  Jasa Giro
faktor DPK]| faktor LDR (juta Rupiah) (juta Rupiah)
@ b [ © (d) €© | O=Crdre)|@=0x@ O = -h =0x@ | K=H-)xa
Bank A 400,000 50% | 5% 0% 4% 9% 36,000
Bank B 350,000 95% | 5% 0% 0% 5% 17,500
Bank C 750,000f 75% | 5% 0% 2% % 52,500
Bank D
(asil Ay sooooo| 730 | 5% | w6 | 2% 8% 120,000 1% % 105,000 30,000
Konsolida
si)

GWM harian yang seharusnya wajib dipelihara olehkBR untuk masa laporan sejak
tanggal 24 Oktober 2007 sampai dengan akhir bulaol@r 2007 adalah sebesar 8%
(delapan perseratus) dari total DPK yaitu sebegparlR®0.000.000.000,00 (seratus dua
puluh milyar Rupiah), namun setelah diberikan kg@garan Insentif sebesar 1% (satu
perseratus) maka GWM harian yang wajib dipelihded @ank D untuk masa laporan

sejak tanggal 24 Oktober 2007 sampai dengan akilanbOktober 2007 menjadi

sebesar 7% (tujuh perseratus) dari total DPK ys@hesar Rp. 105.000.000.000,00

(seratus lima milyar Rupiah).



Lampiran 1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomo/BPNP tanggal September 2007

Contoh 2: Perhitungan Insentif Kelonggaran Pemenuhan Kewajiban Giro Wajib
Minimum (GWM)

Bank E, Bank F dan Bank G dengan tanggal efektifgdiepada tanggal 24 Oktober
2007 menjadi Bank E sebagairviving bank.

Data masing—masing bank dalam masa laporan sejghgah8 sampai dengan tanggal
15 bulan Oktober 2007 adalah sebagai berikut:

Bank DPK LDR |% GWM % % % Total GWM [Nominal Total|  Insentif % Total GWM Nominal GWM | Bagian GWM
(juta Rupiah) Dasar | Tambahan| Tambahan GWM | Kelonggaran| Sementara Bank | Sementara Bank yang
GWM GWM (juta Rupiah)[ Sementara EFG setelah EFG Setelah mendapatkan
karena | karena GWM diberikan diberikan Jasa Giro
faktor DPK(| faktor LDR Kelonggaran GWM| Kelonggaran GWM [ (juta Rupiah)
(juta Rupiah)
@) O | © ) ® | B=C)+dHe) | @ =0x@) W) ()= - =0x@  [k=(0-)x@
Bank E 200,000 8% | 5% 0% 1% 6% 12,000
Bank F 300,000 95% | 5% 0% 0% 5% 15,000
Bank G 450,000 90% | 5% 0% 0% 5% 22,500
Bank EFG
(Hasil 950,000 91% | 5% 0% 0% 5% 47,500 1% 4% 38,000 0
Merger)

GWM harian yang seharusnya wajib dipelihara olemkB&BEFG untuk masa laporan

sejak tanggal 24 Oktober 2007 sampai dengan aklankOktober 2007 adalah sebesar
5% (lima perseratus) dari total DPK yaitu sebegar4¥.500.000.000,00 (empat puluh
milyar lima ratus juta Rupiah), namun setelah diaer kelonggaran Insentif sebesar
1% maka GWM harian yang wajib dipelihara oleh B&MG untuk masa laporan sejak
tanggal 24 Oktober 2007 sampai dengan akhir bulkiok@r 2007 menjadi sebesar 4%
(empat perseratus) dari total DPK yaitu sebesar 330000.000.000,00 (tiga puluh

delapan milyar Rupiah).



Lampiran 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomo/BPNP tanggal September 2007

Format Surat Pengajuan Rencana Pemanfaatan Insentif Merger atau Konsolidasi

Nomor : [Kota, Tanggal]
Lampiran

Kepada Yth.:

Direktur

Direktorat Pengawasan Bank 1/2/3
JI. MH. Thamrin No. 2 Jakarta, 10350
atau

Pemimpin

Kantor Bank Indonesia setempat

Perihal: Rencana Pemanfaatan | nsentif Merger atau K onsolidasi

Sehubungan dengan rencana merger/konsolidast&yaaPT. Bank ... (nama
bank peserta) dengan PT. Bank... (nama bank pgsedag direncanakan akan
dilakukan pada....(bulan dan tahun), dengan iniikaengajukan rencana pemanfaatan
Insentif dalam rangka merger/ konsolidasi *) yaagliri atas **):

1. 1zin menjadi bank devisa;

2. Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan/&ijio Minimum;

3. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampaatas Blaksimum Pemberian
Kredit yang timbul sebagai akibat Merger atau kdidasi;

4. Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kant@ngpBank;

5. Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksathsathligence; dan atau

6. Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapduleet dalam Peraturan Bank
Indonesia yang mengatur mengertaood Corporate Governance bagi Bank

Umum.



Demikian agar maklum.

Hormat kami,
PT. Bank ...

Nama jelas Pengur us atau Pejabat Bank

PT. Bank ...

Nama jelas Pengurus atau Pejabat Bank

PT. Bank ...

Nama jelas Pengurus atau Pejabat Bank

PT. Bank ...

Nama jelas Pengurus atau Pejabat Bank

*) Coret yang tidak perlu
**) Coret insentif yang tidak diajukan bank untulkndnfaatkan



